
 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

WALIKOTA TANJUNGPINANG 
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 

PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG 

NOMOR  21  TAHUN 2021 

 

 TENTANG 

 

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH   
KOTA TANJUNGPINANG 

 
 

WALIKOTA TANJUNGPINANG, 
 

Menimbang : a.  bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah        

Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi 

dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/  

Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah 

Cadangan Beras Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa 

Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan 

dalam peraturan; 

  b.  bahwa berdasarkan Surat Menteri Pertanian                    

Nomor 257/KN.130/M/5/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang 

Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 

dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 510/3429/SJ tanggal 

10 Juni 2020 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah 

Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota 

Tanjungpinang; 

 

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan 

Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4112);  

 

 

               SALINAN 
jdih.tanjungpinangkota.go.id 



2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 
 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012          

Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5360); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23          

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia      

Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5601); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang 

Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5680); 

7. Peraturan Presiden  Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan 

Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 188); 

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/2005 

tentang Penggunaan Cadangan Beras  Pemerintah Untuk 

Pengendalian Gejolak Harga; 

9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 

Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan 

Cadangan Beras Pemerintah; 

 

 



10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang 

Angka Kecukupan Gizi; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah   diubah     dengan  Peraturan    Menteri   Dalam   Negeri        

Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor  

11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah 

Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 481); 

13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 tentang 

Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras 

Pemerintah Untuk Penanggulangan Dampak Bencana dan 

Kerawanan Pangan Pasca Bencana (Berita Negara Republik 

Indonesia Nomor 1568); 

14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian 

Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar; 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG CADANGAN PANGAN 

PEMERINTAH DAERAH  KOTA TANJUNGPINANG. 

 
BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang. 

3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang. 

4. Dinas adalah Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang. 

5. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai 

dengan perorangan yang tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun 



mutunya, aman, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan 

agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan 

produktif secara berkelanjutan. 

6. Cadangan Pangan Pemerintah Kota Tanjungpinang yang selanjutnya disingkat 

CPPD Kota Tanjungpinang adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola 

oleh Pemerintah  Kota Tanjungpinang. 

7. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukan sebagai makanan utama 

sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal. 

8. Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat 

dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau 

menghindarinya, meskipun dapat diperkirakan. 

9. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian 

peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi,  banjir, 

kekeringan, angin topan dan tanah longsor. 

10. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh menusia yang meliputi konflik sosial 

antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. 

11. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar 

masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain distribusi pangan, 

dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan dan konflik sosial 

termasuk akibat perang. 

12. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga 

yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk 

memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan 

sebagian besar masyarakatnya. 

13. Gejolak harga pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat 

pokok ditingkat pasar yang mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari 

harga normal dan berlangsung paling sedikit selama  2 (dua) bulan. 

14. Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan dan/atau minuman yang dimakan 

atau diminum oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatinya.  

15. Rawan Pangan Transien adalah keadaan rawan pangan yang disebabkan oleh 

kondisi yang tidak terduga, antara lain berbagai musibah, bencana alam, 

kerusuhan, musim yang menyimpang, dan keadaan lain yang mendadak. 

16. Rawan Pangan Kronis adalah keadaan rawan pangan yang berkelanjutan yang 

disebabkan ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum 

karena keterbatasan  kepemilikan lahan, aset produktif dan kekurangan 

pendapatan. 



17. Tim Pelaksana adalah Tim yang berasal dari lintas instansi terkait dan bertugas 

mengkaji serta menetapkan metodologi dan indikator penyaluran cadangan 

pangan pemerintah.  

18. Tim Teknis adalah Tim yang bertugas dalam bertanggung jawab melakukan 

penyaluran secara langsung ke rumah tangga sasaran.  

19. Sekretariat adalah petugas/staf Bidang Ketahanan Pangan yang bertugas 

menghimpun data-data dan informasi terkait dengan kerawanan pangan.  

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 
 

Pasal 2 

 
(1) Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pengaturan 

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang. 

(2) Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah agar Cadangan Pangan Pemerintah 

Daerah (CPPD) dapat berguna untuk: 

a. meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang 

stabil antar waktu; 

b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat 

dan kerawanan pangan pasca bencana; 

c. instrument stabilisasi harga pangan khususnya mengantisipasi goncangan 

dari pasar internasional; dan 

d. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien 

khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena 

bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan. 

 

BAB III 

RUANG LINGKUP 
 

Pasal 3 
 

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:  

a. sasaran; 

b. organisasi; 

c. pelaksanaan dan pengelolaan CPPD Kota Tanjungpinang;  

d. monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan; dan 

e. pembiayaan. 

 
 

 
 

 
 



BAB IV 

SASARAN 
 

Pasal 4 
 

Sasaran penyaluran CPPD adalah Rumah Tangga Sasaran yang mengalami 

kerawanan pangan pasca bencana baik rawan pangan transien maupun rawan 

pangan kronis di Kota Tanjungpinang yang disebabkan oleh: 

a. kekurangan pangan; 

b. gejolak harga yang signifikan kenaikan lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) 

dari harga normal selama paling sedikit 2 (dua) bulan berturut-turut;  

c. bencana alam dan bencana sosial; dan 

d. keadaan darurat. 

BAB V 
ORGANISASI 

  
Pasal 5 

(1) Organisasi Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk mengelola CPPD Kota 

Tanjungpinang adalah Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota 

Tanjungpinang.  

(2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah 

Kota Tanjungpinang, dibentuk Tim Pelaksana CPPD dan Tim Teknis CPPD, yang 

ditetapkan dengan Keputusan Walikota.                      

BAB VI 

PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN CPPD KOTA TANJUNGPINANG 
Bagian Kesatu 

Mekanisme Penetapan  
 

Pasal 6  
 

Penetapan besarnya kebutuhan CPPD Kota dilakukan dengan mempertimbangkan:  

a. kebutuhan untuk mengatasi bencana alam, kerawanan pangan pasca bencana 

dan gejolak harga yang dialokasikan melalui Cadangan Pangan Pemerintah 

Daerah;  

b. informasi mengenai kerawanan pangan berdasarkan peta ketahanan dan 

kerentanan pangan atau laporan dari instansi yang mengurus Ketahanan Pangan 

atau instansi lain yang terkait; dan  

c. kemampuan keuangan daerah untuk pengadaan dan pengelolaan Cadangan 

Pangan Pemerintah Daerah. 

 

 

 

 

 



Bagian Kedua 

Mekanisme Penyediaan dan Penyimpanan 
 

Pasal 7 
 

Mekanisme penyediaan dan penyimpanan CPPD Kota Tanjungpinang diatur dalam 

perjanjian kerjasama antara Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota 

Tanjungpinang atas nama Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan Lembaga yang 

telah ditunjuk dengan syarat sebagai berikut:  

a. kualitas beras yang harus disediakan sebagai CPPD Kota Tanjungpinang dengan 

kadar air maksimum 14% (empat belas perseratus), butir patah maksimum 20% 

(dua puluh perseratus), kadar menir maksimum 2% (dua perseratus) dan derajat 

sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima perseratus);  

b. harga dikenakan sebesar Harga Penjualan Beras (HPB) yang berlaku;  

c. penyedia CPPD Kota Tanjungpinang yang ditunjuk sebagai penyedia 

bertanggungjawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitas beras agar 

tetap sesuai dengan kondisi awalnya; dan 

d. Penyedia CPPD menyimpan Beras di gudang Lembaga yang ditunjuk. 

  

Bagian Ketiga 

Mekanisme Pengadaan  
 

Pasal 8 
 

(1) Pengadaan CPPD Kota Tanjungpinang dilakukan setiap tahun.  
 

(2) Untuk mendukung proses pengadaan CPPD Kota Tanjungpinang  sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan pengalokasian anggaran secara khusus 

melalui APBD Kota Tanjungpinang.  

 

Bagian Keempat 

Mekanisme Penyaluran 

Pasal 9 

Penyaluran CPPD Kota Tanjungpinang  kepada kelompok sasaran penyaluran CPPD 

dilakukan oleh Dinas, Kecamatan dan Kelurahan sesuai arahan Walikota, dengan 

mekanisme:  

a. Walikota membentuk Tim Pelaksana dan Tim Teknis untuk melakukan verifikasi 

dan identifikasi lokasi dan penerima dengan Keputusan Walikota; 

b. Tim Pelaksana dan Tim Teknis melakukan verifikasi terhadap masyarakat 

penerima dan kualitas beras sesuai dengan perjanjian setelah penyaluran;  

c. berdasarkan hasil identifikasi Tim Pelaksana dan Tim Teknis, Kepala Dinas 

mengajukan permintaan kebutuhan beras kepada Walikota, dengan melampirkan 

data dan informasi sebagai berikut: 

1. jumlah dana dan jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana 

sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat; dan  



2. jumlah kebutuhan pangan untuk disalurkan.  

 

Pasal 10 

Tim Pelaksana dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) 

membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada setiap kelompok sasaran 

penyaluran CPPD yang diketahui oleh unsur Kecamatan dan Kelurahan terkait. 

 

 

BAB VII 
MONITORING, EVALUASI, PENGAWASAN DAN PELAPORAN 

Bagian Kesatu 
Monitoring dan Evaluasi 

 

Pasal 11 
 

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan dan pengelolaan CPPD Kota Tanjungpinang 

dilakukan oleh Dinas setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu dibutuhkan.  

 
 

Bagian Kedua  
Pengawasan 

 

Pasal 12 
 

Pengawasan pelaksanaan dan pengelolaan CPPD Kota Tanjungpinang dilakukan oleh 

Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang  dan/atau oleh Instansi vertikal.  

 
 

Bagian Ketiga  
Pelaporan  

 

Pasal 13 
 

(1) Pelaporan CPPD Kota Tanjungpinang dilaksanakan oleh Dinas. 
 

 

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan disampaikan 

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah setiap 6 (enam) bulan dan/atau 

sewaktu-waktu dibutuhkan. 

 

 

BAB VIII 

PEMBIAYAAN 

 

Pasal 14 

Pembiayaan dari Peraturan Walikota ini bersumber dari: 

a.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); 

b.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan 

c.  Sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 

 

 

 

 
 



BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 15 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang. 

 
 

 Ditetapkan di  Tanjungpinang 
pada tanggal 15 Februari 2021          

WALIKOTA TANJUNGPINANG, 
 

                                                            ttd. 

 
                                                              RAHMA 

 

 
Diundangkan  di Tanjungpinang 

pada tanggal 15 Februari 2021             

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG, 

 

          ttd. 

 

TEGUH AHMAD S 
 

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG  TAHUN 2021 NOMOR 324 


